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SAMBUTAN 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sehat 

dan Damai Sejahtera Bagi Kita Semua. Puji syukur kehadirat Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kesehatan dan 

kebahagiaan bagi kita semua.  

Tenaga kesehatan merupakan elemen terpenting dalam 

terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif. Pengelolaan 

tenaga kesehatan meliputi upaya: perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan, pada pasal 9 dinyatakan bahwa perencanaan tenaga 

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disusun untuk 

jangka waktu 1 (satu), 5 (lima), dan 25 (dua puluh lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), bahwa perencanaan tenaga kesehatan 

diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, serta bertujuan untuk 

menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi 

sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan. Perencanaan tersebut dilaksanakan melalui perhitungan 

kebutuhan yang dapat dilakukan dengan Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes); Standar 

Ketenagaan Minimal (SKM), serta “Ratio Penduduk” yakni Rasio Tenaga Kesehatan terhadap 

Jumlah Penduduk di suatu wilayah.  

Kementerian Kesehatan berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga perlu 

adanya masterplan berupa perencanaan tenaga kesehatan untuk jangka menengah 

dan jangka panjang yang disusun melalui suatu penghitungan dan analisis 

berdasarkan kondisi saat ini baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Hasil 

penghitungan dan analisis tersebut, kemudian diproyeksikan beberapa tahun kedepan 

menjadi suatu dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan supply 

dan demand sebagai salah satu pedoman pemenuhan tenaga kesehatan, serta pada 

tahun 2022 ditetapkan menjadi dokumen rekomendasi kebijakan proyeksi tenaga 

kesehatan berdasarkan supply demand khusus bagi dokter, perawat, bidan, apoteker, 

radiografer dan terapis wicara. 

Dokumen rekomendasi kebijakan proyeksi tenaga kesehatan berdasarkan 

supply demand (dokter, perawat, bidan, apoteker, radiografer dan terapis wicara) 

dapat dimanfaatkan dengan baik bagi semua pemangku kepentingan/stake holder 

terkait yang membutuhkan dan menjadi bahan acuan kebijakan di tingkat nasional, 

serta bermanfaat bagi pembangunan kesehatan secara sistematis. Terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan dan 

penyelesaian dokumen ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas 

kebaikan dan memberikan kemudahan serta perlindungan kepada kita semua. 

 

         



 



 



  



  



  



  



  

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka diketahui bahwa 

kebutuhan tenaga dokter secara nasional pada tahun 2022 mencapai 

276.822 orang, sedangkan estimasi ketersediaan tenaga dokter ( mengacu 

data KKI) termasuk produksi dokter pada tahun 2022 adalah sebesar 

162.165 orang. Ini artinya masih ada kekurangan tenaga dokter pada tahun 

2022 sebesar 114.717 orang. Selanjutnya, proyeksi pada tahun 2035 , 

dengan asumsi rata-rata jumlah lulusan adalah tetap tiap tahun, maka 

diestimasikan bahwa tenaga dokter yang tersedia belum memenuhi 

kebutuhan atau memenuhi target rasio dokter yaitu 1 dokter per 1.000 

penduduk. 

Namun, jika rata-rata jumlah lulusan setiap tahun terus meningkat sesuai 

forecasting dengan menggunakan data 5 tahun terakhir, maka kebutuhan 

tenaga dokter terpenuhi akan tercapai pada tahun 2031 ( jika data 

ketersediaan mengacu data KKI) atau akan tercapai pada tahun 2035 ( jika 

data ketersediaan mengacu data SISDMK) 

*Lulusan tetap sebesar 12,113 per tahun 

Gambar 3.1 Grafik Supply Demand Tenaga Dokter dengan 

Asumsi Jumlah Lulusan Tetap Tiap Tahun 



 

*pertumbuhan lulusan tiap tahun berdasarkan hasil pengolahan data PD-DIKTI 
**berdasarkan akumulasi lulusan jenjang profesi 

***data lulusan diproyeksikan menggunakan formula forecast.ets pada excel 

Gambar 3.2 Grafik Supply Demand Tenaga Dokter Dengan Proyeksi 

Lulusan Tiap Tahun 

Permasalah lain dalam supply demand tenaga dokter adalah masih 

ditemukan puskesmas yang tidak memiliki dokter. Berdasarkan data 

Pusdatin tahun 2022 , diketahui masih ada sekitar 513 puskesmas yang 

tidak memiliki dokter dan diantaranya berada di wilayah Indonesia Timur. 

Oleh karena itu kebutuhan tenaga dokter terutama untuk pemenuhan 

fasilitas kesehatan di wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas sehingga 

perlu kerjasama/MoU Institusi Pendidikan pada masing-masing wilayah 

dengan Pemda provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan tenaga 

dokter yang kosong di seluruh Puskesmas dan RSUD masing-masing 

provinsi/kab/kota. Termasuk juga peluang untuk bekerja sama dengan 

TNI/Polri untuk perbantuan tenaga kesehatan terutama untuk pemenuhan 

tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan khususnya di daerah 

pedalaman, terpencil, terisolir dan wilayah pulau-pulau kecil terluar 

dengan pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI. 

SUPPLY DEMAND TENAGA PERAWAT 

Dalam menentukan demand terhadap tenaga perawat, maka target rasio 

tenaga perawat terhadap penduduk dikalikan dengan jumlah penduduk 

yang telah diproyeksikan oleh BPS hingga tahun 2035. Target rasio tenaga 

perawat terhadap penduduk adalah 2 , 4 per 1.000 penduduk, sehingga pada 

tahun 2022 diestimasikan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia adalah 

664.373 orang dan ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk di Indonesia 



. 

Sedangkan untuk menentukan suplai tenaga 

perawat maka perhitungan dilakukan 

dengan memperhatikan produksi tenaga 

perawat setiap tahunnya. Tenaga perawat 

cukup banyak diproduksi setiap tahunnya 

dari berbagai jenjang studi pendidikan 

keperawatan. Jumlah lulusan tenaga 

perawat pada tahun 2021 adalah sebanyak 

73.086 orang dengan rincian berdasarkan 

jenjang pendidikan D3 sebanyak 19.867 

orang (27,1%), D4 sebanyak 1.610 orang 

(2,2%), Profesi sebanyak 21.118 (28,8%), 

S1 sebanyak 29.732 (36,5%), S2 sebanyak 

642, S2 Terapan sebanyak 11 (0,015%), S3 

sebesar 17 (0,002%), dan Sp-1 sebanyak 89 

(0,12%). Namun demikian, diasumsikan 

ada sekitar 1,5% yang merupakan atrisi 

tenaga perawat karena tidak bekerja, bekerja 

bukan pada fasilitas kesehatan, atau alih 

profesi lainnya. 

Selanjutnya, hal lain yang menentukan 

kondisi suplai demand adalah ketersediaan 

tenaga saat ini. Ketersediaan tenaga perawat 

secara nasional dapat dilihat dari jumlah 

perawat yang telah memiliki Surat Tanda 

Registrasi (STR) yang merupakan 

pengakuan kompetensi tenaga dalam 

melakukan praktik keperawatan. 

Pada tahun 2022, jumlah tenaga perawat 

menurut Konsil Tenaga Kesehatan 

Indonesia (KTKI) adalah sebanyak 649.998 

orang. Rata-rata KTKI menerbitkan sekitar 

109.543 STR baru bagi perawat dan ini 

menunjukkan rata-rata jumlah tenaga 

perawat dengan kualifikasi D3 dan Ners 

yang siap melakukan praktik keperawatan 

setiap tahunnya dalam pasar kerja tenaga 

kesehatan. 

Sedangkan mengacu pada data SISDMK, 

jumlah tenaga perawat pada tahun 2022 

adalah sebanyak 505.222 orang. Ada 

perbedaan antara data jumlah tenaga 

perawat pada data SISDMK dengan data 

KTKI disebabkan proses pendataan yang 

berbeda dimana data SISDMK diinput oleh 

fasilitas kesehatan yang mempekerjakan 

tenaga perawat tetapi data KTKI diinput 

oleh konsil dengan berdasarkan data 

individu tenaga perawat yang memperoleh 

STR. Jumlah data KTKI yang lebih besar 

daripada data SISDMK dapat disebabkan 

tenaga perawat yang memperoleh STR 

bekerja pada fasilitas kesehatan yang belum 

melaporkan datanya ke dalam SISDMK, 

praktik mandiri atau bekerja di manajemen 

kesehatan. 

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, 

maka diketahui bahwa kebutuhan tenaga 

perawat secara nasional pada tahun 2022 

mencapai 664.373 orang, sedangkan 

estimasi ketersediaan tenaga perawat 

dengan mempertimbangkan produksi pada 

tahun 2022 adalah sebesar 649.998 orang 

(mengacu data KTKI). Ini artinya masih ada 

kekurangan tenaga perawat pada tahun 

2022 sebesar 14.375 orang jika 

menggunakan asumsi lulusan yang sama 

tiap tahunnya. Perhitungan pada tahun 2023 

diketahui kebutuhan tenaga perawat adalah 

sebesar 670.985 orang dengan estimasi 

ketersediaan tenaga perawat serta produksi 

lulusan yang tersedia adalah 705.135 orang. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada 

tahun 2023, tenaga perawat telah mencapai 

surplus atau ketersediaan melebihi 

kebutuhan pada tingkat nasional. Jika 

baselinenya adalah SISDMK, maka baru 

terdapat surplus pada 



tahun 2026. Hal ini berbeda jika lulusan di 



  

proyeksikan per tahunnya dan menambahkan peningkatan lulusan melalui tren di tahun 

kedepannya. Pada tahun , 2022 untuk data STR sudah terpenuhi di tahun 2022 dan untuk 

SISDMK terpenuhi pada tahun 2025. 

*Lulusan tetap sebesar  64,887 per tahun 

Gambar 3.3 Grafik Supply Demand Tenaga Perawat dengan Asumsi Jumlah Lulusan 

Tetap Tiap Tahun 

*pertumbuhan lulusan tiap tahun berdasarkan hasil pengolahan data PD-DIKTI 
**berdasarkan akumulasi lulusan jenjang D3,D4,S1,Profesi,S2,S3, dan SP-1 
***data lulusan diproyeksikan menggunakan formula forecast.ets pada excel 

Gambar 3.4 Grafik Supply Demand Tenaga Perawat Dengan Proyeksi Lulusan Tiap 

Tahun 



Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa walaupun jumlah tenaga perawat sudah banyak 

bahkan akan terjadi surplus, namun di beberapa puskesmas di daerah sangat terpencil 

mengalami ketiadaan tenaga perawat, yaitu di wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, Jawa 

Barat dan Aceh. 

Surplus yang terjadi pada tenaga perawat tetap diiringi ketidakterpenuhinya supply demand 

tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, apoteker, dan bidan, maka ini akan meningkatkan 

beban kerja tenaga perawat. Saat ini pelayanan kesehatan khususnya pelayanan pasien 

dilaksanakan secara terintegrasi, utuh dan berkesinambungan dengan dilakukan kolaborasi 

interprofesional. Jika terjadi kondisi dimana jumlah tenaga kesehatan tidak tersedia atau kurang 

atau tidak sesuai kebutuhan, maka sering terjadi pelayanan kesehatan disertai dengan 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan 

tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksananya. 

Surplus tenaga perawat dapat menimbulkan pengangguran atau ketidakmanfaatan tenaga 

perawat karena asumsi demand telah melebihi supply. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi 

tenaga perawat untuk memenuhi kebutuhan global/negara lain menjadi perhatian ketika 

produksi mengalami surplus. Tenaga kesehatan yang ingin bekerja di luar negeri masih 

menghadapi beberapa tantangan seperti: 1) kurang menguasai bahasa asing dan teknologi 

kesehatan sesuai perkembangan yang ada; 2) perbedaan standar ujian kompetensi di masing-

masing negara tujuan; 3) persaingan dari negara pengekspor tenaga perawat seperti Filipina; 

serta 4) minat yang masih rendah untuk bekerja di luar negeri. Beberapa negara yang 

membutuhkan jasa tenaga kesehatan dari Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah, Eropa, 

Amerika Utara, Asia, Afrika dan Australia. 

SUPPLY DEMAND TENAGA BIDAN 

Demand terhadap tenaga bidan dapat dilihat oleh target rasio tenaga bidan terhadap penduduk 

dikalikan dengan jumlah penduduk yang telah diproyeksikan oleh BPS hingga tahun 2035. 

Target rasio tenaga bidan terhadap penduduk adalah adanya 2 Bidan per 1.000 penduduk, pada 

tahun 2022 diestimasikan kebutuhan tenaga bidan di Indonesia adalah 553.644 orang dan terus 

meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. 

Sedangkan untuk menentukan suplai tenaga bidan maka perhitungan dilakukan dengan 

memperhatikan produksi tenaga bidan setiap tahunnya. Tenaga bidan cukup banyak diproduksi 

setiap tahunnya dari berbagai jenjang studi pendidikan kebidanan. Jumlah lulusan tenaga bidan 

pada tahun 2021 adalah sebanyak 30.791 orang dengan rincian berdasarkan jenjang pendidikan 

D3 sebanyak 14.171 orang (46%), D4 sebanyak 8645 orang (35,46%), Profesi sebanyak 3885 

(12,61%), S1 sebanyak 3861 (12,5%) , dan S2 sebanyak 229 (0,7%). Namun demikian, 



diasumsikan ada sekitar 1,5% yang merupakan atrisi tenaga bidan karena tidak bekerja, bekerja 

bukan pada fasilitas kesehatan, atau alih profesi lainnya. 

Selanjutnya, hal lain yang menentukan kondisi supply demand adalah ketersediaan tenaga saat 

ini. Ketersediaan tenaga bidan secara nasional dapat dilihat dari jumlah bidan yang telah 

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan pengakuan kompetensi tenaga dalam 

melakukan praktik kebidanan. Pada tahun 2022, jumlah tenaga perawat menurut Konsil Tenaga 

Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah sebanyak 649.998 orang. 

Sedangkan mengacu pada data SISDMK, jumlah tenaga perawat pada tahun 2022 adalah 

sebanyak 289.447 orang. Ada perbedaan antara data jumlah tenaga perawat pada data SISDMK 

dengan data KTKI disebabkan proses pendataan yang berbeda dimana data SISDMK diinput 

oleh fasilitas kesehatan yang mempekerjakan tenaga bidan tetapi data KTKI diinput oleh konsil 

dengan berdasarkan data individu tenaga bidan yang memperoleh STR. 

Jumlah data KTKI yang lebih besar daripada data SISDMK dapat disebabkan tenaga bidan 

yang memperoleh STR bekerja pada fasilitas kesehatan yang belum melaporkan datanya ke 

dalam SISDMK, praktik mandiri atau bekerja di manajemen kesehatan. 

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka diketahui bahwa kebutuhan tenaga bidan 

secara nasional pada tahun 2022 mencapai 553.644 orang, sedangkan estimasi ketersediaan 

tenaga bidan dengan mempertimbangkan produksi pada tahun 2022 adalah sebesar 452.203 

orang (mengacu data KTKI). Ini artinya masih ada kekurangan tenaga bidan pada tahun 2022 

sebesar 101.441 orang. Perhitungan pada tahun 2030 diketahui kebutuhan tenaga bidan adalah 

sebesar 592.810 orang dengan estimasi ketersediaan tenaga bidan serta produksi lulusan yang 

tersedia adalah 599.244 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2030, tenaga 

bidan telah mencapai surplus atau ketersediaan melebihi kebutuhan pada tingkat nasional. 

Sedangkan, jika menggunakan asumsi lulusan yang diproyeksikan maka sudah tercapai pada 

tahun 2029. 

 

*Lulusan tetap sebesar 26,150 per tahun 



Gambar 3.5 Grafik Supply Demand Tenaga Bidan dengan Asumsi Jumlah Lulusan 

Tetap Tiap Tahun 



  



  



  

*Lulusan tetap sebesar  7,360  per tahun 

Gambar 3.7 Grafik Supply Demand Tenaga Apoteker dengan Asumsi Jumlah Lulusan 

Tetap Tiap Tahun 

*pertumbuhan lulusan tiap tahun berdasarkan hasil pengolahan data PD-DIKTI 
**berdasarkan akumulasi lulusan jenjang Profesi 
***data lulusan diproyeksikan menggunakan formula forecast.ets pada excel 

Gambar 3.8 Grafik Supply Demand Tenaga Apoteker Dengan Proyeksi Lulusan Tiap 

Tahun 



Tenaga apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah 

mengucap sumpah jabatan apoteker. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian 

harus memiliki sertifikat kompetensi profesi dan surat tanda registrasi apoteker (STRA). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian diatur bahwa 

pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat 

dilakukan oleh apoteker yang memiliki STRA. Apoteker hanya dapat melaksanakan praktik 

di satu apotek atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit, sedangkan apoteker 

pendamping hanya dapat melaksanakan praktik paling banyak di tiga apotek, atau puskesmas, 

atau instalasi farmasi rumah sakit. Aturan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga 

apoteker dalam pelayanan kesehatan sangat besar. Selain itu, tenaga apoteker juga dapat 

menjalankan pekerjaan kefarmasian di klinik, toko obat, atau praktek bersama atau fasilitas-

fasilitas produksi sediaan farmasi dan fasilitas distribusi sediaan farmasi (seperti pedagang 

besar farmasi). 

Berdasarkan perhitungan supply demand diestimasikan bahwa hingga tahun 2035, demand 

tenaga apoteker belum dapat terpenuhi. Supply tenaga apoteker yang dihasilkan oleh institusi 

pendidikan dengan program studi profesi apoteker masih terbatas. Saat ini jumlah prodi 

profesi apoteker hanya sekitar 22% dari jumlah prodi sarjana kefarmasian. Artinya program 

studi profesi harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya sehingga bisa meningkatkan kuota 

mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan profesi apoteker. 

Terkait dengan demand juga diketahui bahwa masih adanya sekitar 9% puskesmas yang 

kosong tenaga kefarmasian (baik apoteker atau tenaga teknis kefarmasian/TTK). Padahal 

dalam peraturan dinyatakan penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter 

dilaksanakan oleh apoteker, dan jika di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, maka TTK 

diberi kewenangan untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Selanjutnya, jika 

tidak ada apotek di daerah terpencil, maka dokter atau dokter gigi yang memiliki STR 

mempunyai kewenangan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. 

SUPPLY DEMAND TENAGA RADIOGRAFER 

Dalam dunia medis, radiologi berperan sangat penting. Tanpa adanya teknologi tersebut, 

maka penyakit akan sulit terdiagnosis dan pengobatan yang ada pun tidak akan bekerja secara 

optimal. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk mengetahui kondisi bagian dalam tubuh 

pasien, dan untuk menentukan penyebab penyakit yang diderita oleh pasien. Dokter juga bisa 

mengetahui bagaimana respons tubuh pasien terhadap metode pengobatan yang sedang 

dijalani, serta memeriksa apakah ada penyakit lain pada pasien. Beberapa kondisi yang bisa 

diketahui melalui pemeriksaan radiologi adalah kanker, tumor, penyakit jantung, stroke, 

kelainan paru-paru, gangguan pada tulang dan sendi, gangguan pada pembuluh darah, 



gangguan pada fungsi hati dan ginjal, gangguan pada kelenjar tiroid dan kelenjar getah 

bening, gangguan pada saluran pencernaan dan gangguan pada saluran reproduksi. 

Demand terhadap tenaga radiografer dapat dilihat oleh target rasio tenaga radiografer 

terhadap penduduk dikalikan dengan jumlah penduduk yang telah diproyeksikan oleh BPS 

hingga tahun 2035. Target rasio tenaga radiografer terhadap penduduk adalah adanya 0,18 

per 1.000 penduduk, pada tahun 2022 diestimasikan kebutuhan tenaga radiografer di 

Indonesia adalah 49.828 orang dan terus meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk di 

Indonesia. 

Sedangkan untuk menentukan suplai tenaga radiografer, maka perhitungan dilakukan dengan 

memperhatikan produksi tenaga radiografer setiap tahunnya. Tenaga radiografer di produksi 

dari dua jenjang pendidikan, yaitu D3 dan D4. Jumlah lulusan tenaga radiografer pada tahun 

2021 adalah sebanyak 999 orang dengan rincian berdasarkan jenjang pendidikan D3 sebanyak 

755 orang (75,5%), dan D4 sebanyak 244 orang (24,4%). Namun demikian, diasumsikan ada 

sekitar 1,5% yang merupakan atrisi tenaga radiografer karena tidak bekerja, bekerja bukan 

pada fasilitas kesehatan, atau alih profesi lainnya. 

Selanjutnya, hal lain yang menentukan kondisi suplai demand adalah ketersediaan tenaga saat 

ini. Ketersediaan tenaga radiografer secara nasional dapat dilihat dari jumlah bidan yang telah 

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan pengakuan kompetensi tenaga dalam 

melakukan praktik sebagai radiografer. Pada tahun 2022, jumlah tenaga radiografer menurut 

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah sebanyak 18,504 orang. 

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, maka diketahui bahwa kebutuhan tenaga 

radiografer secara nasional pada tahun 2022 mencapai 49.828 orang, sedangkan estimasi 

ketersediaan tenaga radiografer dengan mempertimbangkan produksi pada tahun 2022 adalah 

sebesar 18.504 orang orang (mengacu data KTKI). Diproyeksikan sampai tahun 2035, 

kebutuhan radiografer yang didapatkan dari hasil target rasio radiografer sebesar 0,18 tidak 

dapat tercapai dengan pertumbuhan lulusan tetap, maupun yang diproyeksikan bertambah 

tiap tahunnya. 

 

*Lulusan tetap sebesar   1,491  per tahun 



Gambar 3.9 Grafik Supply Demand Tenaga Radiografer dengan Asumsi Jumlah 

Lulusan Tetap Tiap Tahun 



  



  



  

*Lulusan tetap sebesar 300  per tahun 

Gambar 3.11 Grafik Supply Demand Tenaga Terapis Wicara dengan Asumsi Jumlah 

Lulusan Tetap Tiap Tahun 

*pertumbuhan lulusan tiap tahun berdasarkan hasil pengolahan data PD-DIKTI 
**berdasarkan akumulasi lulusan jenjang D3 dan D4 
***data lulusan diproyeksikan menggunakan formula forecast.ets pada excel 

Gambar 3.12 Grafik Supply Demand Tenaga Terapis Wicara Dengan Proyeksi Lulusan 

Tiap Tahun 



Terapis wicara merupakan tenaga yang memberikan pelayanan untuk mengatasi gangguan 

bahasa, gangguan produksi bicara, literasi, gangguan suara, gangguan resonansi, gangguan 

kognitif, gangguan irama kelancaran, gangguan makan dan menelan, rehabilitasi auditori dan 

komunikasi multimodal. 

Dalam perhitungan supply demand tenaga terapis wicara diketahui bahwa keseimbangan 

supply demand tenaga terapis wicara akan dicapai pada tahun 2028. Kondisi tersebut cukup 

kontradiktif dengan kondisi bahwa tenaga terapis wicara merupakan tenaga langka dengan 

program studi yang memproduksi terapis wicara baru ada 5 institusi/prodi. Perhitungan 

tersebut dapat disebabkan prediksi kebutuhan tenaga terapis wicara ini menggunakan target 

rasio tenaga terapis yang ditetapkan sebesar 0,015 per 1.000 penduduk sehingga ketika 

dikonversi ke dalam jumlah tenaga terapis wicara yang dibutuhkan diperoleh angka yang 

relatif kecil atau sedikit. Penetapan target rasio tenaga terapis wicara sebelumnya tidak 

dilakukan dengan metode DEA atau perhitungan metode analisis lainnya, tetapi berdasarkan 

analisis kontekstual atau pertimbangan secara kualitatif. 

Padahal perkembangan masalah kesehatan khususnya peningkatan prevalensi penyakit tidak 

menular yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam bicara atau komunikasi semakin 

meningkat. Riskesdas tahun 2013 dan 2018 menunjukkan kasus kanker dari 1,4 permil 

menjadi 1,8 permil, stroke pada penduduk usia diatas 15 tahun meningkat dari 7 permill 

menjadi 10,9 permil. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa yang membutuhkan 

pelayanan terapis wicara meningkat (stroke, autism, perkembangan bicara terlambat, dan 

lain-lain). 

Selain itu, kebutuhan terhadap tenaga terapis wicara pada lembaga lain di luar fasilitas 

pelayanan kesehatan cukup besar. Berdasarkan standar profesi terapis wicara menyebutkan 

bahwa terapis wicara memiliki kewenangan mutlak pada proses pemeriksaan sampai dengan 

intervensi pada beragam populasi dengan gangguan komunikasi. Pemeriksaan dan 

permasalahan komunikasi dan menelan pada kelompok usia PAUD, sekolah dasar, sekolah 

menengah dan sekolah inklusi merupakan bagian yang melekat pada profesi terapis wicara. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak 

Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 2 ayat 2, lembaga pendidikan wajib 

menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Terapis wicara hadir sebagai bagian yang integral 

dari unit tersebut yang memberikan tindakan secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan terapis wicara pada lembaga lain di luar fasilitas kesehatan sangat besar. 

Peningkatan prodi baru untuk tenaga terapis wicara harus diiringi dengan peningkatan tenaga 

pendidik dan sumber daya lainnya. Hal ini sesuai kebutuhan dengan standar pembukaan prodi 

baru. Namun, kenyataanya hingga kini, ketersediaan institusi pendidikan prodi tenaga terapis 

wicara sangat sedikit yang disebabkan adanya syarat dalam pembukaan program studi baru 

untuk terapis wicara sulit dipenuhi, yang salah satunya adalah ketersediaan tenaga dosen S2 

untuk terapis wicara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan peraturan yang 



memudahkan pembukaan program studi yang termasuk langka dan juga memberikan insentif 

untuk meningkatkan prodi baru untuk prodi langka. 



  



7. Pengembangan program pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan fellowship yang 

disertai dengan penempatan ikatan dinas serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program tersebut. 

8. Meningkatkan kemampuan para pengelola tenaga kesehatan untuk dapat mengidentifikasi 

pola pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang dibutuhkan saat ini dan masa depan 

terutama pada tenaga kesehatan yang mengalami surplus. 

9. Peningkatan cakupan program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan khususnya bagi 

Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu 

dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan 

ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan. 

10. Pengembangan kebijakan untuk mensinergikan pengakuan Recognition Past Learning 

(RPL) seperti yang diatur dalam Permen Ristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi 

Pembelajaran Lampau dengan pelatihan bersertifikasi (BNSP) dalam penyelenggaraan 

pendidikan tenaga kesehatan. 

11. Pengembangan kebijakan untuk bekerjasama dengan TNI/Polri dalam Perbantuan Tenaga 

Kesehatan di daerah pedalaman, terpencil, terisolir dan wilayah pulau-pulau kecil terluar 

dengan pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI. 

12. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan supply tenaga 

kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan untuk dapat memenuhi demand tenaga 

kesehatan melalui keterlibatan Menkokesra PMK. 

Tabel 1. Pemetaan Stakeholder Rekomendasi Kebijakan 

No. Lembaga/Institusi  Peran 

1. 

Kementerian Kesehatan ● Menetapkan rasio tenaga kesehatan 

terhadap penduduk 

  ● Memperkuat SISDMK yang dapat 

diintegrasikan dengan bebagai sistem 

baik di internal kementerian kesehatan 

maupun lintas sektor. 

  ● Mengidentifikasi kebutuhan program 

studi bidang kesehatan dengan 

mempertimbangkan supply demand 

tenaga kesehatan. 



  ● Berkoordinasi dengan LPDP dan 

memberikan bantuan beasiswa 

peningkatan pendidikan lanjut bagi 

tenaga pendidik di institusi pendidikan 

tenaga kesehatan untuk pemenuhan 

kualitas program studi 

  ● Berkoordinasi dengan 

LPDP/Kemenkeu untuk memberikan 

 

   
bantuan beasiswa pendidikan dan 

fellowship yang disertai dengan 

penempatan ikatan dinas 

  ● Berkoordinasi bersama organisasi 

profesi dan asosiasi perguruan tinggi 

tenaga kesehatan dalam identifikasi 

kompetensi tenaga kesehatan yang 

dibutuhkan saat ini dan masa depan 

terutama pada tenaga kesehatan yang 

mengalami surplus 

  ● Berkoordinasi dengan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

meningkatkan jumlah afirmasi 

pendidikan tinggi tenaga kesehatan. 

  ● Berkoordinasi dengan organisasi 

profesi dan asosiasi perguruan tinggi 

tenaga kesehatan untuk menentukan 

RPL dan pelatihan bersertifikasi BNSP 

bagi tenaga kesehatan. 

  ● Berkoordinasi dengan Kementerian 

Dalam Negeri untuk pengawasan dan 

pembinaan anggaran kesehatan daerah 

khususnya untuk pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan. 

2 Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

● 
Pengembangan kebijakan peraturan 

terhadap syarat dan standar khusus bagi 

pembukaan prodi baru bagi prodi 

tenaga kesehatan langka. 

  ● Akselerasi program RPL 



3. Kementerian Dalam Negeri ● Pembinaan pemerintah daerah dalam 

mengatur anggaran untuk kesehatan 

termasuk untuk pemenuhan kebutuhan 

tenaga kesehatan 

4. Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 

● Mengembangkan kebijakan dalam 

penempatan tenaga kesehatan yang 

memperoleh beasiswa dengan 

penempatan 

5 Kementrian Keuangan  
● Berkoordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan untuk pemberian bantuan 

beasiswa pendidikan dan fellowship 

yang disertai dengan penempatan 

 

   
ikatan dinas dan skema beasiswa 

pendidikan tenaga kesehatan lainnya 

6. Kementerian Pertahanan/TNI ● Berkoordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan dan Pemerintah Daerah 

dalam Perbantuan Tenaga Kesehatan 

di daerah pedalaman, terpencil, 

terisolir dan wilayah pulau-pulau kecil 

terluar dengan pelibatan sarana, alat 

dan kemampuan TNI 

7 Polri ● Berkoordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan dan Pemerintah Daerah 

dalam Perbantuan Tenaga Kesehatan 

di daerah pedalaman, terpencil, 

terisolir dan wilayah pulau-pulau kecil 

terluar dengan pelibatan sarana, alat 

dan kemampuan Polri 

  



 

PENUTUP 

Dokumen Rekomendasi Kebijakan Proyeksi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Supply Demand 

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan kebijakan di tingkat nasional dan dalam 

pemanfaatannya diperlukan adanya sinergisme antar pemangku kepentingan seperti 

Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Lembaga terkait lainnya 

secara komprehensif. 

Dengan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan tenaga 

kesehatan di masa yang akan datang dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan 

merata, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya mutlak diperlukan secara berkesinambungan. 


